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ABSTRAK 
 

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di 

DKI Jakarta Tahun 2020-2021 

Oleh: 

Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani 

 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak 

pemilik kendaraan bermotor setelah diberlakukan kebijakan pemutihan pajak, 

keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan di 

DKI Jakarta tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif melalui teknik wawancara dengan Pihak Samsat di DKI Jakarta. 

Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan analisis penelitian 

menggunakan data reduction, data display, dan pengambilan kesimpulan 

menggunakan Model Kesesuaian Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021 

meningkat setelah pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea 

balik nama, dan sosialisasi perpajakan berdasarkan terjadinya kesesuaian ketiga 

unsur dalam Model Kesesuaian Korten. Kesimpulan penelitian ini, yaitu 

kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, 

dan sosialisasi perpajakan dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021. 

Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, antara lain 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus aktif melakukan sosialisasi perpajakan 

terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Digital Nasional 

untuk memudahkan Wajib Pajak, melakukan razia kendaraan bermotor yang 

lebih ketat, dan bekerja sama dengan komunitas kendaraan bermotor untuk 

memberikan edukasi dan informasi perpajakan.  

  

Kata kunci: Pajak, Kendaraan, Kepatuhan, Sosialisasi, Pemutihan 
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ABSTRACT 
 

The effectiveness of the tax whitening policy, remission in the vehicle 

ownership transfer expense, tax socialization as an effort to increase 

taxpayer compliance within vehicle owners in DKI Jakarta in 2020-2021 

By: 

Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani 

 

 The purpose of this study was to research about taxpayer compliance within 

vehicle owners after tax whitening policy, remission in the vehicle ownership 

transfer expense, tax socialization has been implemented in DKI Jakarta in 

2021. This study used qualitative descriptive method through interview with 

Samsat Offices in DKI Jakarta. The sample that has been used was purposive 

sampling and analyzed this study with data reduction, data display, and 

conclusion based on the suitability model by Korten. The study results showed 

that taxpayer compliance within vehicle owners in DKI Jakarta in 2021 

increased after the implementation of tax whitening policy, remission in the 

vehicle ownership transfer expense, tax socialization based on variables that 

suitable in the suitability model by Korten. To sum up, tax whitening policy, 

remission in the vehicle ownership transfer expense, tax socialization was 

excellent as an effort to increase taxpayer compliance within vehicle owners in 

DKI Jakarta in 2021. There are some suggestions by researcher for Government 

in DKI Jakarta to increase tax compliance within vehicle owners, such as being 

active in socialization which explained tax payment through Samsat Digital 

Nasional to ease taxpayer, execute stricter vehicle raids, and cooperate with 

vehicle community to give tax information. 

 

Keyword: Tax, Vehicle, Compliance, Socialization, Whitening 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Aswati, Mas'ud, dan Nudi (2018) berpendapat jika setiap daerah memiliki 

hak untuk memungut pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kendaraan bermotor yang 

dimiliki Wajib Pajak (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021). 

Menurut Samsat Digital Nasional (2021), kendaraan bermotor meliputi yang 

bergerak di darat dan air.  

 

 

Gambar 1.1 Data Provinsi dengan Jumlah Kendaraan Terbanyak Tahun 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

  

 Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta berada di posisi 

kedua sebagai provinsi yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak di 

Indonesia pada tahun 2020 yang dapat dilihat di Gambar 1.1. Dengan demikian, 

DKI Jakarta berpotensi menerima Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang 

tinggi apabila terjadi kepatuhan Wajib Pajak (Wiryono, 2021). Berdasarkan 

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2016), Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah atas 

jumlah pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat 
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Pemberitahuan Pajak Terutang. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak terutang yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah karena 

akan digunakan untuk pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah 

(Suoth, Morasa, dan Tirayoh, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak 

dinilai sangat penting. 

 

 Rosliyati (2015) mengemukakan Pemerintah melakukan sosialisasi 

perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas peraturan 

perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) berusaha secara maksimal 

untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai Undang-Undang 

Perpajakan. Dengan memahami perpajakan maka diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rosliyati, 

2015). 

 

 Gubernur Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 

Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai pasal 

6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dijelaskan bahwa 

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor dengan tahun pajak 2016-2020 

mendapatkan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila membayar di 

bulan Agustus 2021. Sedangkan, apabila membayar di bulan September 2021 

mendapat potongan sebesar 5% (lima persen) (Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 60 Tahun 2021).  

 

 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 menjelaskan 

mengenai penghapusan sanksi administratif PKB di dalam pasal 12. 

Penghapusan sanksi administratif PKB tersebut dikenal sebagai Pemutihan 

Pajak. Menurut Herlina (2021), Pemutihan Pajak mengharuskan Wajib Pajak 

hanya membayar pokok pajak yang sudah diperhitungkan walaupun membayar 

lewat jatuh tempo. 

 

 Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, target 

penerimaan Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
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2021 yaitu Rp43.370.000.000.000 dan terealisasi 62% (enam puluh dua persen) 

atau Rp26.970.000.000.000 di April 2021. Sedangkan, Pajak Kendaraan 

Bermotor baru terealisasi 75% (tujuh puluh lima persen) dari target 

Rp8.800.000.000.000 atau Rp6.825.000.000.000 di April 2021. 

 

 Selain pajak daerah, pendapatan daerah dapat berasal dari Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Purnawati, 2021). Pembelian mobil bekas 

meningkat di awal tahun 2021 yang disebabkan oleh pemberlakuan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta (Wahyudi, 2021). PSBB di DKI 

Jakarta dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021 (Rafie, 

2021). PSBB membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan 

bekas dibandingkan menggunakan kendaraan umum (Wahyudi, 2021).  

 

 Pada bulan Agustus 2021, Jakarta memberlakukan Peraturan Ganjil Genap 

(Rizki, 2021). Menurut Dananjaya (2021), Pemerintah DKI Jakarta berupaya 

untuk mengatasi kepadatan kendaraan bermotor. Peraturan tersebut memberi 

syarat pemakaian kendaraan disesuaikan antara tanggal pemakaian dan angka 

terakhir di plat kendaraan (Dananjaya, 2021). Dengan demikian, jika angka 

terakhir ganjil maka hanya bisa digunakan di tanggal ganjil begitupun dengan 

angka genap (Fadhila, 2021). Menurut Pengamat Transportasi Setijowarno 

(2021), Peraturan Ganjil-Genap tidak mengurangi kemacetan namun 

berdampak kepada pembelian kendaraan bermotor yang lebih banyak 

dikarenakan masyarakat ingin memiliki plat kendaraan ganjil dan genap. 

Dengan demikian, kenaikan pembelian kendaraan yang diakibatkan oleh PSBB 

dan Peraturan Ganjil Genap menjadi potensi penerimaan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) DKI Jakarta tahun 2021. 

 

 Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 pasal 

9 ayat 1 dan 2, pembayaran BBN-KB di Tahun 2021 mendapatkan potongan 

sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pembayaran penyerahan kendaraan 

bermotor kedua di bulan Agustus dan September 2021. Keringanan ini 

diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar BBN-KB. 
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Wajib Pajak dapat memeriksa kepemilikan kendaraan beserta pajaknya melalui 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (Aqiel, 2021).   

 

 Menurut penelitian Bintary (2020), dijelaskan bahwa masih terdapat ribuan 

kendaraan di Jakarta Timur yang menunggak PKB. Penelitian oleh Alam (2021) 

menyimpulkan bahwa Wajib Pajak di Jakarta Barat belum patuh dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan sanksi administratif belum 

dilaksanakan secara tegas. Maka, Penulis saat ini ingin meneliti kepatuhan 

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta secara 

keseluruhan dengan menggunakan variabel yang berbeda. 

 

 Berdasarkan uraian di atas terkait jumlah kendaraan bermotor di DKI 

Jakarta yang terus bertambah tiap tahunnya serta upaya Pemerintah DKI Jakarta 

dalam memberikan berbagai keringanan dan kemudahan dalam pembayaran 

pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka Penulis menggunakan 

variabel Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi 

Perpajakan untuk dinilai efektivitasnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah 

yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi 

daerah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas 

Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, 

Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-

2021. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Pajak daerah menerima pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah 

kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2021 sejumlah 21.034.054 (dua 

puluh satu juta tiga puluh empat ribu lima puluh empat) unit yang disebabkan 

oleh peningkatan pembelian kendaraan bermotor saat pemberlakuan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Ganjil Genap di DKI 

Jakarta. Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut menjadi potensi penerimaan 
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Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada bulan April 2021 belum mencapai target yaitu sejumlah 

Rp8.800.000.000.000 dan yang terealisasi sejumlah Rp6.825.000.000.000. 

Adapun berbagai kebijakan keringanan perpajakan yang diberlakukan 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan membuat target 

penerimaan pajak daerah tercapai. Kebijakan yang diberlakukan di DKI Jakarta 

pada tahun 2021 yaitu Pemutihan Pajak dan Keringanan Bea Balik Nama. 

Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi perpajakan untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Maka dalam hal ini penulis tertarik 

untuk meneliti Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan 

Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2020-2021.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian yang 

telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Pemutihan Pajak terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan Model Kesesuaian Korten? 

2. Apakah keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbukti efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan 

Model Kesesuaian Korten? 

3. Apakah sosialisasi perpajakan terbukti efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan Model Kesesuaian 

Korten? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  
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 Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis efektivitas Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 

menggunakan Model Kesesuaian Korten. 

2. Menganalisis efektivitas keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2020-2021 menggunakan Model Kesesuaian Korten. 

3. Menganalisis efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-

2021 menggunakan Model Kesesuaian Korten. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

1.6 Manfaat Teoritis 

Dalam sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pemahaman mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta keringanan pajak yang 

dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.  Selain itu, Penulis 

berharap penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

juga ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.  

 

1.7 Manfaat Praktis 

Dalam sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akan pentingnya 

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terutama dengan adanya keringanan 

pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan efektivitas 

keringanan pajak yang sudah diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak di DKI Jakarta tahun 2021.  

 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Bab 1 Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang Penulis dalam 

pemilihan topik, serta menguraikan permasalahan yang akan diteliti oleh 

Penulis. Selain itu bab ini berisi tujuan dan manfaat yang akan diberikan dari 

hasil penelitian. Selanjutnya, Penulis memberikan gambaran seluruh penulisan 

dalam sistematika penulisan. 

  

 Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang teori yang akan 

mendukung pembahasan dari penelitian. Bab ini juga akan menguraikan 

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran atas penelitian.  

  

 Bab 3 Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan objek penelitan 

yang digunakan Penulis dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya bab ini 

memaparkan metode pengambilan sampel serta jenis dan sumber data 

penelitian. Bab ini juga menjelaskan metode pengumpulan data dan analisis 

data penelitian tersebut. 

 

 Bab 4 Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan data penelitian dan pembahasan 

atas hasil penelitian Penulis. Data penelitian memaparkan data yang 

mendukung pembahasan penelitian. Pembahasan menjelaskan hasil penelitian 

berdasarkan metode analisis data yang digunakan Penulis. 

 

 Bab 5 Simpulan dan Saran, bab ini berisi tentang simpulan penelitian ini 

secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan saran yang perlu 

dilakukan untuk memperbaiki masalah yang diteliti.  
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BAB 5 

5.1 Simpulan 

 Jumlah pajak kendaraan bermotor tertunggak di DKI Jakarta tahun 2020 

sebesar Rp2.336.505.393.999. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 yang menyatakan 

bahwa terdapat pemutihan pajak dan keringanan bea balik nama kendaraan 

bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 

bermotor. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak, keringanan 

bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta 

tahun 2021 dianalisis dengan Model Kesesuaian Korten.  

 

1. Kebijakan pemutihan pajak DKI Jakarta tahun 2021 dinilai cukup baik 

sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor 

tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur Model Kesesuaian 

Korten.  Kebijakan pemutihan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta sesuai dengan yang dibutuhkan Wajib Pajak kendaraan 

bermotor di DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 sebesar 10% (sepuluh persen). 

Selain itu, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 

2021 meningkat sebesar 2% (dua persen). Tugas yang harus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu memungut pajak kendaraan bermotor 

dan pelayanan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk 

mendapatkan pemutihan pajak tidak sulit untuk dipenuhi oleh Wajib Pajak 

sehingga tidak menghambat pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak DKI 

Jakarta di tahun 2021.  

 

2. Kebijakan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor dinilai cukup 

baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 

bermotor di DKI Jakarta tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-

unsur Model Kesesuaian Korten.  Keringanan bea balik nama kendaraan 
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bermotor yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari kenaikan 

realisasi penerimaan BBN-KB sebesar 36% (tiga puluh enam persen). 

Tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam 

melaksanakan kebijakan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ada kendala yang 

dialami. Syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan 

keringanan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan yang dapat 

dipenuhi oleh masyarakat, yaitu hanya dengan membayar balik nama 

kendaraan bermotor di bulan Agustus dan September tahun 2021 di DKI 

Jakarta.  

 

3. Sosialisasi Perpajakan dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2020-

2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur Model Kesesuaian Korten. 

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Tugas yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi 

perpajakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sesungguhnya. Syarat 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi 

perpajakan sesuai dengan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

DKI Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor 

terutama melalui sosialisasi perpajakan.  

1. Melakukan sosialisasi perpajakan secara aktif terkait insentif fiskal yang 

diberlakukan di DKI Jakarta dan kemudahan membayar PKB melalui 

Samsat Digital Nasional sehingga Wajib Pajak kendaraan bermotor lebih 

mudah melakukan pembayaran PKB 

2. Melakukan razia yang lebih ketat di jalan agar kendaraan bermotor lebih 

taat aturan perpajakan 
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3. Melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung di komunitas kendaraan 

bermotor agar para pecinta kendaraan bermotor teredukasi terkait 

perpajakan kendaraan bermotor, khususnya untuk jenis kendaraan bermotor 

dengan nilai jual kendaraan di atas Rp1.000.000.000. 
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Lampiran 1 Surat Izin Riset Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Riset 

1. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan 

pemutihan pajak? 

2. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan 

keringanan bea balik nama kendaraan bermotor? 

3. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan 

sosialisasi perpajakan? 

4. Apakah ada kendala yang dialami oleh Pihak Samsat dalam pelaksanaan 

kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, 

dan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta tahun 2021? 

5. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk 

mendapatkan pemutihan pajak dan keringanan bea balik nama kendaraan 

bermotor di DKI Jakarta tahun 2021? 

6. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk 

mendapatkan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta? 

7. Apa yang dilakukan oleh pihak Samsat apabila ada data kepemilikan 

kendaraan bermotor yang tidak sesuai?  

8. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Samsat apabila target penerimaan 

pajak tidak tercapai? 

9. Menurut pihak Samsat mengapa wajib pajak sulit untuk memenuhi 

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2020? 

10. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor memiliki keluhan dalam proses 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor di DKI Jakarta tahun 2021? 

11. Apa bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Samsat Jakarta 

tahun 2021? 

12. Apakah ada target tertentu dalam melakukan sosialisasi perpajakan seperti 

status sosial atau tingkat ekonomi? 

 

 

 

 



 

65 
Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

Lampiran 3 Foto Penulis dengan Narasumber Samsat Jakarta Selatan 

 


	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
	LEMBAR PENGESAHAN
	LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
	PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Penelitian
	1.2 Rumusan Masalah Penelitian
	1.3 Pertanyaan Penelitian
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian
	1.6 Manfaat Teoritis
	1.7 Manfaat Praktis
	1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

	BAB 5
	5.1 Simpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA

